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Abstrak

Munculnya kebijakan Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA BI) merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan daya saing secara nasional dan internasional pada jenjang SMA. Program ini digulirkan sebagai bentuk kesiapan masa depan bangsa menghadapi persaingan melalui penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang selain mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional, juga memiliki daya saing tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses, maupun input sekolah. Secara umum, keberadaan R-SMA BI dibandingkan dengan SMA pada umumnya, terletak pada kurikulum, silabus, proses pembelajaran, dan manajemennya yang semuanya diarahkan bertaraf atau berstandar internasional.

Penelitian ini dilakukan di tiga SMA Negeri di Bali, yaitu di SMANSA Kota Budaya, di FOURSMA Kota Budaya, dan di SMANSA Denbukit. Gambaran tentang bagaimana sekolah-sekolah tersebut mengimplementasi kebijakan R-SMA BI, ada empat hal yang dideskripsikan dalam fokus, yaitu (1) Proses implementasi kebijakan R-SMA BI, yang meliputi: (a) sosialisasi, (b) pembagian tugas, dan (c) pemetaan kurikulum; (2) Kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan R-SMA BI; (3) Perubahan di sekolah dalam implementasi kebijakan R-SMA Bl, meliputi (a) strategi pembelajaran, dan (b) manajemen sekolah; dan (4) Peran agen perubahan dalam implementasi kebijakan R-SMA BI.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus dan metode komparatif konstan. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi berperan serta, dan teknik dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif yang dipadukan dengan teknik snowball sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah pada ketiga latar. Data yang terkumpul melalui berbagai teknik tersebut, diperiksa dan dilakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Begitu data secara keseluruhan selesai diperiksa, data yang terkumpul dianalisis dengan analisis dalam situs (situs tunggal) maupun analisis lintas situs. 

Melalui penelitian ini, diperoleh temuan-temuan teoritik, sebagai berikut. Pertama, proses implementasi kebijakan R-SMA BI di sekolah, diawali dengan melakukan penguatan kelembagaan dengan cara: (1) pengenalan ide kebijakan melalui kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan kepada warga sekolah terutama kepada guru-guru dan stakeholders lainnya.; (2) guna mempermudah implementasi kebijakan, dilakukan pembagian tugas dengan membentuk tim pengembang sekolah, memantapkan fungsi MGMP sekolah, dan menetapkan fasilitator mata pelajaran; (3) pemetaan kurikulum untuk menambah komponen ”X” dalam KTSP dilakukan dengan cara adaptasi dan/atau adopsi kurikulum internasional. Kedua, kesiapan sumber daya ada dua, yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana). Secara kuantitas sumber daya manusia telah terpenuhi dan siap mengimplementasikan kebijakan, tetapi secara kualitas belum memadai terutama dari kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan guru menggunakan ICT yang belum maksimal, dan terus dilakukan pengembangan kapasitas guru. ICT untuk penguatan manajemen cukup memadai, tetapi ICT untuk media pembelajaran pada kelas-kelas internasional sudah tersedia namun belum lengkap dan secara bertahap diupayakan pengadaannya termasuk untuk laboratorium. Kelengkapan prasarana cukup memadai dan kondusif untuk mengimplementasikan kebijakan. Kesiapan guru banyak dipengaruhi oleh faktor kelembagaan seperti kepemimpinan kepala sekolah dan suasana sekolah, serta faktor individual guru, seperti pemahamannya tentang ide kebijakan, komitmen dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan, termasuk aspek pengetahuan dan kemampuan guru. Ketiga, perubahan di sekolah dalam strategi pembelajaran telah mengalami perubahan terlihat dari penggunaan bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), dan berusaha memanfaatkan ICT secara optimal. Pembelajaran terkadang dilakukan dalam bentuk team teaching dengan fasilitator maupun dengan native speaker’s dari lembaga mitra (sister school). Untuk menghindari kesalahan penyampaian dan pemahaman siswa tentang materi ajar yang perlu mendapat penekanan, guru menjelaskan dengan bahasa Indonesia dalam bentuk ceramah. Guru berupaya mengaktifkan seluruh potensi siswa dengan tugas-tugas individual, diskusi kelompok, maupun diskusi kelas. Dalam hal manajemen, sekolah menerapkan MBS dan telah dilakukan penguatan manajemen dengan menggunakan ICT baik dalam pengaksesan, penyimpanan, maupun informasi data. Keempat, keberhasilan implementasi kebijakan berkat peran agen-agen perubahan internal dan eksternal. Kepala sekolah dan guru-guru berperan sebagai agen perubahan internal. Kepala sekolah sebagai penyampai informasi, pembagi tugas, melakukan supervisi, memberi layanan konsultasi. Guru-guru berperan sebagai penular informasi, pemecah masalah bagi dirinya dan sekolah. Agen perubahan eksternal, seperti Dirjen PSMA, fasilitator, native speaker, Dinas Pendidikan, komite sekolah.

Berdasarkan temuan-temuan, disarankan kepada: (1) kepala sekolah agar memahami ide dasar dan patokan-patokan operasional kebijakan, memperluas jaringan kemitraan (sister school), melakukan penguatan manajemen berbasis ICT, serta mengembangkan kemampuan profesional di bidang kekepalasekolahan; (2) guru-guru agar terus meningkatkan kualitas layanan profesional dalam pembelajaran bertaraf internasional; (3) tim pengembang sekolah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pagu; (4) pemerintah memberi dukungan komitmen kelembagaan; (5) agen perubahan internal dan eksternal meningkatkan layanan dengan mencari informasi-informasi dan prosedur-prosedur baru bagi kemudahan implementasi kebijakan; dan (6) dilakukan penelitian lanjut dengan mengembangkan fokus dan memilih situs lain, untuk membangun teori pengembangan sekolah khususnya tentang kebijakan R-SMABI.
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Abstract

The emergence of policy concerning with Pioneering International Senior High Schools (R-SMA BI) is one of the government’s programs in order to improve education quality and competitiveness in senior high school level, both nationally and internationally. This program is established as a form of readiness of this country in facing competition in the future by organizing international education. International education is not only education, which could achieve both national and international standard qualities, but also has high competitiveness in providing educational output and outcomes, process, as well as school’s input. In general, the existence of R-SMA BI in comparison with general Senior High Schools is differentiated in its curriculum, syllabus, learning process, and its management, which is directed to international standard.

This research was done at three State Senior High Schools in Bali, SMANSA Kota Budaya, FOURSMA Kota Budaya, and SMANSA Denbukit. Illustration that related to how these schools implemented R-SMA BI policy shows four items, which are described in focus, such as (1) Implementation process of R-SMA BI policy includes: (a) socialization, (b) division of labor, and (c) curriculum mapping; (2) Readiness of the resources in implementing R-SMA BI policy; (3) The school change in implementing R-SMA BI policy, which includes (a) learning strategy, and (b) school management; and (4) Role of the change agent in implementing R-SMA BI policy.

This research applied qualitative approach using multi-site study design and constant comparative method. Data was collected using deep interview, observation, and documentation. Informant was chosen using purposive technique, which is integrated with snowball sampling technique. The key informants of this research are the Principals of these three schools. The collected data will be examined and followed by data reduction, data presentation, and data verification. Data validity checking was done using credibility, transferability, dependability, and confirmability. After the entire data was completely examined, the collected data will be analyzed using both in-site analysis (single site) and cross-site analysis.

Through this research, some theoretical findings are found as follow. First, implementation process of R-SMA BI policy at schools was initiated by enforcing the institution through: (1) introducing policy ideas through continuous socialization activities to teachers and other stakeholders; (2) facilitating policy implementation, division of labor by establishing school developer team, placing the school’s MGMP function on a firm basis, and determining subject facilitator; (3) mapping the curriculum to add component “X” in KTSP through adaptation and/or adopting international curriculum. Second, there are two readiness of resources, human resources and facilities availability (both means and infrastructure). Quantity of the human resources has been met and they are ready to implement the policy, but the quality has inadequate especially in speaking English and capability in using ICT, therefore, capacity of the teachers should be developed. ICT for management enforcement has adequate enough, but ICT for learning media at international classes has been available but has not complete yet, and some efforts have been made to accommodate them including the laboratory. The infrastructure completeness has adequate enough and conducive to implement the policy. Readiness of the teachers has mostly influenced by institutional factor, such as leadership of the principals and school atmosphere, as well as individual teacher, as his/her understanding about idea of policy, commitment and willing to accept and apply the policy, including knowledge and capability aspects of the teacher. Third, the school’s change in learning strategy has changed as shown on bilingual (English and Indonesian) program, and tried to utilize ICT optimally. Learning is given in team teaching form and accompanied with facilitator as well as native speaker from sister school. In order to avoid misunderstanding and misinterpretation in presenting the material to the students, the teacher should give some explanation in Indonesian by giving a lecture. Teacher should strive to activate all potential of the students by giving individual assignment, discussion in group, as well as discussion before the class. In relation to management, the school has implemented MBS and management enforcement using ICT in accessing, storing, as well as data information. Fourth, the success in implementing the policy is owing to the agents of change’s roles, both internal and external. Principals and teachers play their roles as internal agents of change. The principals play their roles as information provider, task divider, supervisor, and consultation service provider. Teachers play their roles as information distributor, problem solver for themselves and schools. External agent of change, such as General Director of PSMA, facilitator, native speaker, Department of Education, and School Committee.

Based on the findings, it is suggested that: (1) the principal should understand the basic idea and operational standard of the policy, extending partnership network (sister school), enforcing management ICT-based, and developing professional capability in leadership; (2) teachers should keep improving quality of the professional service in learning at international level; (3) the school developer team cooperates seriously according to the ceiling (upper limit); (4) the government supports the institutional commitment; (5) both internal and external agents of change improve their services by looking for new information and procedures to facilitate implementation of the policy; and (6) further research is required by developing focus and choosing other site to build school development theory especially about R-SMABI policy.
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Abstrak

Guru sebagai pelaku pendidikan terdepan di sekolah dalam upaya mencerdaskan anak didik, dituntut memiliki kemampuan profesional dalam bidang kependidikan. Tuntutan ini merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kemampuan akademik guru melalui program pendidikan dan pelatihan, penataran dan lokakarya serta program studi lanjut sebagai bagian dari kebijakan strategis yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakannya, pemimpin pendidikan harus memiliki kajian pendidikan yang berwawasan pada nilai budaya masyarakat lokal di antaranya nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou (ST4). Masyarakat Minahasa memandang bahwa, nilai budaya ST4 ini merupakan panggilan moral yaitu manusia hidup untuk menghidupkan orang lain yang mengandung makna nilai religius, nilai kemanusian, dan nilai kepedulian sosial, yang diwujudkan melalui solidaritas, dan tolong-menolong. Karenanya, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral membuka peluang bagi guru Sekolah Dasar untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, penataran dan lokakarya, serta program studi lanjut agar diperoleh pemimpin pendidikan yang berkualitas di masa depan. Permasalahan penelitian ini mengkaji tentang manajemen pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar berwawasan Nilai Budaya ST4 oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota dengan fokus penelitian: (1) sumber dasar nilai budaya ST4 dalam pelaksanaan manajemen pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar, (2) prinsip-prinsip yang mendasari nilai budaya ST4 sehingga dijadikan sumber nilai dasar dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, penataran dan lokakarya serta program studi lanjut, dan (3) wujud nilai budaya ST4 dalam pelaksanaan pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar dari aspek: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, dan (d) pengawasan.

Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan tentang: (1) sumber dasar nilai budaya ST4, (2) prinsip-prinsip yang mendasari nilai budaya ST4, dan (3) wujud nilai budaya ST4 dalam pelaksanaan manajemen pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar dari aspek: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, dan (d) pengawasan di lokasi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan bantuan tape recorder, kamera perekam dan foto. Penelitian ini,menggunakan rancangan studi multisitus, yaitu: (1) situs pertama Diknas Kabupaten Minahasa, (2) situs kedua Diknas Kabupaten Minahasa Utara, dan (3) situs ketiga Diknas Kota Tomohon. Prosedur analisis data digunakan dengan cara: (1) masing-masing situs dianalisis untuk memperoleh temuan sementara dalam bentuk proposisi masing-masing situs,(2) temuan sementara situs pertama, dan situs kedua dilakukan analisis lintas situs untuk memperoleh temuan sementara hasil analisis lintas situs, dan (3) temuan sementara hasil analisis lintas situs pertama dan kedua dimaksud, dianalisis dengan temuan sementara hasil analisis situs ketiga sehingga diperoleh temuan akhir analisis multisitus yang menghasilkan teori baru.

Temuan hasil penelitian: (1) sumber dasar nilai budaya ST4 dalam pelaksanaan manajemen pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar bersumber dari: (a) nilai religius, (b) nilai kemanusiaan, dan (c) nilai kepedulian sosial. (2) prinsip-prinsip yang mendasari nilai budaya ST4 sehingga dijadikan sumber nilai dasar bahwa: (a) guru adalah manusia yang perlu dimanusiakan karena ia akan memanusiakan manusia lain yaitu anak didik, (b) menjadi kewajiban moral pemimpin, (c) adanya kesediaan dan kesiapan guru untuk mengikuti program pengembangan kemampuan akademik guru, (d) adanya kesiapan lembaga untuk melaksanakan program pengembangan kemampuan akademik guru, (3) wujud nilai budaya ST4 dalam pelaksanaan manajemen pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar dari aspek: (a) perencanaan, bahwa program ini telah ditetapkan oleh dinas diknas kerjasama lembaga-lembaga keagamaan melaluiYayasan Pendidikan Kristen GMIM, Yayasan Pendidikan Katolik, dan lembaga adat melalui yayasan Masarang Tomohon, dan Yayasan Minahasa Raya Tondano, (b) pengorganisasian, telah terorganisir pada semua pihak yang terkait yaitu Dinas Diknas Kabupaten/Kota, Lembaga keagamaan dan lembaga adat masyarakat, (c) pelaksanaan, bahwa: 1) program diklat, penataran dan lokakarya serta studi lanjut telah dilaksanakan setiap tahun ajaran oleh Dinas Diknas Kabupaten/Kota kerjasama lembaga keagamaan dan lembaga adat masyarakat, 2) para peserta program diklat, penataran dan lokakarya dibebaskan dari tugas mengajar, dan biaya pendidikan. Guru yang mengikuti program studi lanjut tetap melaksanakan tugas mengajar dan menanggung biaya pendidikan. 3) adanya kewajiban guru-guru usia di bawah 50 tahun untuk mengikuti program studi lanjut. 4) pemerintah melalui APBD memberi bantuan biaya penelitian dan penyelesaian studi, dan (d) pengawasan, lebih bersifat administratif dengan cara persuasif.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) program pengembangan kemampuan akademik guru Sekolah Dasar ini perlu dilanjutkan dengan cara melibatkan guru yang berprestasi unggul sebagai nara sumber dalam program diklat, penataran dan lokakarya, menjadi peserta pelatihan penelitian tindakan kelas, serta lomba karya ilmiah. (2) bagi PPS UM perlu merintis pusat studi pengkajian Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar berwawasan nilai budaya lokal, (3) guru-guru terus meningkatkan prestasi akademik melalui latihan penulisan karya ilmiah, dan latihan penelitian tindakan kelas. (4) perlu penelitian lanjut pada aspek kepemimpinan Kepala Sekolah, supervisi pengajaran, motivasi kerja guru dan peran nilai budaya ST4 terhadap prestasi kerja guru, guna mengetahui kebermaknaan hasil penelitian ini. 

Kata kunci: 
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Abstract

Teachers as the frontiest nasional educational agents at schools in their efforts to produce excellent students are required to have proffesional competency in the field of education. This requirement is an integral part of the efforts for teacher’s academic development capability for the conduction of educational and training program, refresher course and workshop as well as further study programs

as one of the strategic policies programmed by the Heads of National Educational Offices in regencies or cities.

In order to implement it, educational leaders should have future knowledge of educational service oriented at the culturally respected of the local people of Minahasa sub-ethnic, namely the cultural values of Si Tou Timou Tumou Tou (ST4). Minahasa people think that, these ST4 cultural values are their moral call in the sense that, people live to help others which implicitly means religious, humanity, and social concern, solidarity, and reciprocal assistance. There for, any leaders should have moral responsibility and duty to give change and cance and suport the elementary school teacher’s to follow educational and training program, refresher course and workshop as well as further study program in order to prepare qualified educational leaders and servants in the future.

This research studies the management of Elemantary School teacher’s academic development capability based on ST4 cultural values by the National Educational Services of Minahasa regency, North Minahasa regency, and Tomohon city in North Sulawesi province, with research focusing on: (1) the basic source of ST4 cultural values used to conduct the management of Elementary School teacher’s academic development capability, (2) the basic principles of ST4 cultural values being the sources of basic values for the conduction of educational and training program, refresher course and workshop as well as further study program, and (3) implementation of ST4 cultural values in management of Elementary School teacher’s from aspect of: (a) planning, (b) organizing, (c) conduction, and (d) supervision at research sites.

The qualitative method is used where the researcher plays a role as the key instrument. The collection of data is done throught observation, interview, and documentation study assisted by the tape-recorders, handy camera, and photos or pictures. The study design is of multisites namely (1) first site is the National Education office in Minahasa regency, (2) the second is in North Minahasa regency, and (3) the last is in Tomohon city. The steps of data analysis are as follow: (1) each site is analysed to get the findings in the from of propositions of each site. (2) the findings in the first and second sites are crossly analysed to get the cross findings, and (3) the cross findings are crossly analysed with the findings in the third site to get the final result of multisites which result in a new theory.

The results’ of study show that: (1) the basic sources of ST4 cultural values used to conduct the management of Elementary School teachers’ academic development capability: (a) religious values, (b) humanity values, and (c) social concern values toward maintenance or development of teachers’ professional competence and increase of teachers’ posperity; (2) the basic principles of ST4 basic cultural values used to manage the Elementary School teacher’s academic development capability are: (a) teacher’s are humans that need humanized as they will humanize future generation, (b) is is the leaders’ oral obligation, (c) there is a teachers’ readiness and willingness’ to follow educational, and training programs, refresher course and workshop as well as further study programs, (d) there is a readiness in higher education institution to carry out educational and training programs, refresher course and workshop as well as further study progrms. (3) The from of ST4 cultural values in the conduction of the management of Elementary School teacher’s academic development capability are: (a) planning, which has been included in Regency Nasional Educational Educational Offices, religious institution of and cultural institutions programs, (b) organizing, which has been organized right from Regency National Educational offices, religious, and culture institutions, BKD, Central National Educational Departement, Province Nasional Educational offices, the higher education institution (Unima and UT), leader of UPT Diknas Kecamatan, and Headmaster, (c) from its condition, it is found out that: 1) Educationn training programs, refresher course and workshop as well as further study programs have been done every year by strategic planning and operational planning of Regency National Educational offices, 2) teachers as participant on Educational and Training programs, refresher course and workshop are excused for teaching and educational fee. Teacher’s who follow further stdy programs do teching and responsible for educational fee. 3) There are teachers’ obligation below fifly to follow further study programs, and 4) The government through the regency budget (APBD) gives financial support for the teachers’ research and study filalty, and (d) from supervision aspect, it is administratively done in the from of persuasive way towards the acceleration of teacher’s study finalty.

The study recommends: (1) Elementary School teacher’s academic development capability programs should be continued involving excellent teacher as sourcer in educational and training program, refresher course and workshop as well as further study program. (2) Education budget should be allocated through the Regency budget (APBD), (3)her is needed in continuing the study in the aspects of supervision, headmaster’s leadership, motivation, and work performance towards teacher‘s achievement in order to have the valuable of this research. (4) PPS UM needs to pioneer further study of Educational School Management heaving local cultural values, and (5) Unima needs to make further studies on local values with the materials of ST4 cultural values as an integral part in the subjects of Agama, PPKn, and IPS at Elementary School.

Keywords: 
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Abstrak

Peningkatan kinerja lembaga dalam pelaksanaan pejaminan mutu pada perguruan tinggi, khususnya universitas perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatan kualitas atau mutu pendidikan tinggi. Tercapainya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Kualitas atau mutu pendidikan tinggi yang dimaksud adalah tercapainya tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Tujuan penelitian ini adalah, (a) untuk mengetahui gambaran tentang kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas negeri di Jawa Timur; (b) untuk mengetahui hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara kapabilitas kepemimpinan, kompetensi dosen, komitmen dosen, dan akuntabilitas lembaga dengan kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas negeri di Jawa Timur.


Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif-korelasional. Populasi penelitian ini adalah semua dosen pada universitas negeri di Jawa Timur. Dosen yang dimaksud adalah dosen yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, pada universitas negeri di Jawa Timur yang berjumlah 6223 orang. Penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan tabel yang disusun oleh Krejcie dan Cohran dengan menggunakan tingkat ketidaktelitian sebesar 5%, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 330 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik proporsional random sampling.


Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket kepada responden (dosen) secara langsung pada setiap universitas negeri di Jawa Timur.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation Modelling) atau model persamaan struktur. Model persamaan struktural atau SEM diselesaikan dengan bantuan software PLS (Partial Least Square). Pertimbangan dalam pemakaian program software PLS dalam penyelesaian SEM tersebut dikarenakan PLS merupakan metode alternatif yang berbasis varian atau component bases yang tidak mempersoalkan jumlah sampel serta tidak harus atau mengabaikan data berdistribusi normal secara multivariat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) gambaran kapabilitas kepemimpinan, kompetensi dosen, komitmen dosen, dan akuntabilitas lembaga, dan kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas negeri di Jawa Timur yang dipersepsi oleh responden memiliki kategori rata-rata baik, (2) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (3) makin kuat akuntabilitas lembaga diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, (4) makin kuat komitmen dosen diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (5) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (6) makin kuat kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (7) makin kuat komitmen dosen diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (8) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (9) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (10) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai kompetensi dosen yang tinggi, (11) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai komitmen dosen yang tinggi, (12) makin tinggi komitmen dosen diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (13) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (14) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai komitmen dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi, (15) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai kompetensi dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi, (16) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai kompetensi dosen, komitmen dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan para pembuat kebijakan, terutama lembaga sertifikasi penjaminan mutu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Tim audit, para pimpinan perguruan tinggi negeri untuk dapat mengambil manfaat hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja lembaga perguruan tinggi. Bagi para dosen universitas negeri diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan komitmen terhadap lembaga guna meningkatkan mutu di universitasnya. Disamping itu diperlukan peningkatan kompetensi, dimana kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Untuk para peminat penelitian dalam bidang pendidikan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja lembaga perguruan tinggi dalam pelaksanaan penjaminan mutu. 

Kata kunci: kapabilitas kepemimpinan, kompetensi dosen, komitmen dosen, akuntabilitas lembaga.
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Abstract

The enhancement of institution performance in implementing quality assurance at higher education, especially university, is necessary to be conducted in term of enhancing higher education’s quality, or characteristic. The achievement of institution performance in implementing the said quality assurance refers to one of higher education successes in optimally managing its resources. The referred quality, or characteristic of higher education is the achievement of educational purposes, and graduate competency in accordance with the required standard.

The purposes of this research are: (a) to acknowledge the illustration of institution performance in implementing quality assurance at state universities in East Java; (b) to acknowledge the relation between, both directly and indirectly leadership capability, lecturer competency, lecturer commitment, and institution accountability with institution performance in implementing quality assurance at state universities in East Java.

This research applies quantitative approach method of descriptive-co-relational. The populations of this research are all lecturers at state universities in East Java. The said lecturers are those appointed as civil servants,at state universities in East Java as of 6223 lecturers. The determination of total research sample applying table composed by Krejcie and Cohran by using in-accurateness level of 5%, and total sample obtained of 330 lecturers. Sample is taken by proportional random sampling.

Data collection in this research is directly applying questionnaire distribution technique to the respondent (the lecturer) at each state university in East Java. Data analysis technique applied in this research is SEM (Structural Equation Modeling). Structural Equation Modeling or SEM is completed with the assistance of PLS (Partial Least Square) software. The consideration in applying such PLS software program in completing SEM is caused since PLS refers to an alternative method of variant-, or component-base in which not questioning the total sample, and not mandatory, or ignore any normally distributed data in multi-variant ways.

The result of the research conveys that: (1) the illustration of leadership capability, lecturer competency, lecturer commitment, and institution accountability and institution performance in implementing quality assurance at state universities in East Java perceptible by respondent are having good average category, (2) the higher leadership capability is not followed by the higher institution performance in implementing quality assurance at state universities in East Java, (3) the stronger institution accountability is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, (4) the stronger lecturer commitment is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance at state universities in East Java, (5) the higher lecturer competency is not followed by the higher institution performance in implementing quality assurance at state universities in East Java, (6) the stronger leadership capability is followed by the higher institution accountability, (7) the stronger lecturer commitment is followed by the higher institution accountability, (8) the higher lecturer competency is not followed by the higher institution accountability, (9) the higher leadership capability is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, provided that accompanied by the high institution accountability, (10) the higher leadership capability is not followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, though accompanied with the lecturer competency, (11) the higher leadership capability is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, provided that accompanied with the lecturer commitment, (12) the higher lecturer competency is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, provided that accompanied by the high institution accountability, (13) the higher lecturer competency is not followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, though accompanied with the high institution accountability, (14) the higher leadership capability is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, provided that accompanied with the high lecturer competency, and institution accountability, (15) the higher leadership capability is not followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, though accompanied with the high lecturer competency, and institution accountability, (16) the higher leadership capability is followed by the higher institution performance in implementing quality assurance, provided that accompanied with the high lecturer competency, lecturer commitment, and institution accountability. 

Based on these findings of the research, it is suggested to those decision makers, especially the quality assurance certification institution, Badan Akreditasi National Perguruan Tinggi (Higher Education National Accreditation Board), Auditor Team, Directors of state universities to be able to take the benefit of this research as a reference in monitoring, and promoting institution performance of higher education. Those state university lecturers are expected to be able to take the benefit of this research as a reference in enhancing commitment towards the institution to allow the enhancement quality in their universities. In addition, it is required competency enhancement, where the said competency refers to personality, pedagogical, social, and professional competencies. Any interested parties upon educational research may continue this research by further reviewing other factors influencing institution performance higher education in implementing quality assurance. 

Keywords: leadership capability, lecturer competency, lecturer commitment, and institution accountability
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Abstrak

Para penyelenggara pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dituntut untuk lebih profesional dan lebih terbuka dalam mengelola lembaga pendidikan tinggi mereka. Hal ini antara lain disebabkan oleh tuntutan dan keinginan masyarakat untuk lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Namun yang terjadi adalah banyak PTS yang kurang melakukan antisipasi terhadap perkembangan teknologi, kualitas sumber daya lulusan dan material yang dibutuhkan, serta tuntutan dari orang tua, civitas akademika, dan lingkungan masyarakat lainnya yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan akademik.

Salah satu usaha untuk mengantisipasi hal-hal tersebut telah terefleksi di dalam Sistem Informasi Nasional Perdidikan Tinggi (Sinas Dikti). Secara khusus, tujuan Sinas-Dikti adalah sebagai: 1) sarana peningkatan kemampuan sistem infomasi pendidikan tinggi baik dari segi manajemen maupun perencanaan termasuk upaya pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat; 2) sarana pengembangan sistem informasi yang pragmatik dan realistik sesuai dengan kemampuan yang ada dan skala kepentingan yang ditentukan; 3) upaya peningkatan kesadaran civitas akademika tentang fungsi dan peran sistem informasi perguruan tinggi; 4) upaya integrasi sumberdaya sistem informasi perguruan tinggi; 5) upaya pengembangan kemampuan di bidang administrasi, dan pemantauan sistem pendidikan tinggi. Namun tampaknya tidak semua perguruan tinggi mampu merefleksikan hal tersebut

Untuk mengetahui Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memiliki ruang lingkup dan pembahasan yang cukup luas, baik dari jenis maupun karakteristiknya di Perguruan Tinggi, maka ditetapkan beberapa fokus dalam penelitian ini meliputi: perencanaan, implementasi, dan pengawasan/evaluasi SIM dalam pelayanan administrasi akademik pada STIE Malangkucecwara, UMM, dan STIKI Malang, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menopang operasional SIM, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para penata komputer/petugas dalam mengoperasionalkan SIM, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIM dalam pelayanan administrasi akademik pada STIE Malangkucecwara, UMM, dan STIKI Malang?.

Mengacu pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pola sistem informasi manajemen dalam pelayanan administrasi akademik di STIE Malangkucecwara, UMM, dan STIKI Malang

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari dokumen, catatan serta informasi dari informan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program kerja SIM Administrasi Akademik di STIE-MCE, UMM, dan STIKI dilatarbelakangi oleh keinginan yang besar dari para pimpinan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik dari kalangan dosen, karyawan, maupun dari kalangan mahasiswa, (2) Dalam Proses implementasi SIM Administrasi Akademik, dari ketiga perguruan tinggi yang ada (STIE-MCE, UMM, dan STIKI), yang paling baik sistem dan pelaksanaannya adalah STIKI karena memang STIKI sudah sejak awal menerapkan sistem ini. Sistem yang ada terus diperbaharui dan dilengkapi sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Di STIE-MCE, UMM, dan STIKI, pengawasan dan evaluasi terhadap SIM bidang akademik yang berkenaan dengan keterpaduan sistem, keterpaduan pengoperasiannya, keterpaduan intern, dan keterpaduan prosedur, dilaksanakan secara temporer terutama pada saat menjelang herergrestrasi dan wisuda. (4) Sistem Informasi Manajemen pada STIE-MCE, UMM, dan STIKI telah dilengkapi dengan sejumlah piranti keras dan lunak untuk mendukung kegiatan operasional yang mencukupi untuk pelaksanan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sistem informasi pada umumnya khususnya proses akademik (5) Keberhasilan pemanfaatan sistem informasi memerlukan sumber daya manusia yang cukup mumpuni berkaitan dengan penyelenggaraan sistem administrasi akademik. Untuk itu STIE-MCE, UMM, dan STIKI sangat memperhatikan faktor tersebut, dalam bentuk penyedian dan pelatihan SDM yang handal dan mumpuni. (6) Faktor-faktor yang mendukung Implementasi SIM dalam Pelayanan Administrasi Akademik di STIE-MCE, UMM, dan STIKI adalah antara lain: a) Pimpinan perguruan tinggi punya komitmen yang tinggi untuk mengembangkan kebijakan SIM Administrasi Akademik dan operasionalisasinya, b) telah memiliki infrastruktur yang jelas, lengkap dan sangat memadai untuk mendukung sebuah implementasi sistem informasi, c) adanya kesiapan sumber daya manusia ditingkat operator dan manajemen. untuk bersama-sama dengan manajemen mengembangkan insitusinya. Sedangkan Faktor-faktor yang menghambat Implementasi SIM dalam Pelayanan Administrasi Akademik di STIE-MCE, UMM, dan STIKI adalah antara lain: a) Biaya pengembangan sistem dan pengadaan infrastrukturnya masih sangat tinggi, b) Belum ada sinergi antara sub sistem informasi dengan sub sistem informasi lainnya (belum ada enterprise system yang terintegrasi), salah satunya adalah aliran data antar unit kerja dalam kampus belum lancar, c) Jaringannya belum full online, misalnya dalam hal pembayaran SPP dan pengurusan KRS di luar Malang, dan e) Tenaga ahli dan teknisi yang handal masih kurang.
Kata kunci: sistem informasi manajemen, pelayanan administrasi akademik, perguruan tinggi swasta
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Abstract

The educational operators such as private Institute of Higher Educations required to be more professional in managing their education institutions. It is caused by the societies want them to be more effective and efficient in managing their learning process. But in the fact, many private Institute of Higher Educations unable to anticipate the technology developments, quality of graduate resources and the needed materials, and the demand of parents, academics, and other societal environment that want the easiness in the academic services.

One of efforts to anticipate the mentioned things have been reflected in the National Information System of Higher Education (Sinas Dikti). Specifically, the Sinas Dikti goals are as 1) infrastructure for improvement of higher education information system either from management or planning side, include the information request fulfillment from the societies, 2) infrastructure for pragmatic and realistic information system development according to the existing capabilities and the interest priorities, 3) efforts of academics awareness about the function and role of education information system, 4) effort to integrate information system of higher education resources, 5) effort to develop the capabilities in the administration field, and monitoring of higher education system. But not all Institute of Higher Educations able to reflect the matters above.

To know the management information system (MIS) that has broad scope and discussion, either from types or characteristics at the Institute of Higher Educations, then it is formulated problem formulation as follows: how do the planning, implementation, and control/evaluation of MIS in the academic administration services implementation at STIE Malangkucecwara, UMM, and STIKI Malang?, what are infrastructures that available to support the MIS operation, and how do the capabilities of computer officers in operating the MIS, and what are the inhibiting and supporting factors for the MIS implementation in the academics administration at STIE-MCE, UMM, and STIKI Malang?

The used research method is descriptive qualitative. The data were obtained from documents, note and information from informant by using interview, observation and documentation. Data were analyzed by using interactive model of Miles and Hubberman that consist of three components: data reduction, data display and inference.

The results showed that (1) working program planning of Administration Academic MIS at STIE-MCE, UMM, and STIKI based on the big desires of the leaders to improve the human resources either for lecturers, employee, or for the students, 2) in the implementation process of Administration Academic MIS for the three institute of higher educations (STIE-MCE, UMM, and STIKI), the best system and its implementation is STIKI because STIKI has implemented the system since the beginning. The existing system is updated continuously and completed gradually according to the needed 3) at STIE-MCE, UMM, and STIKI, the control and evaluation toward MIS implementation of Academic Administration that related with the system integration, operational integration, and intern integration, and procedural integration, are implemented temporarily especially toward the re-registration and graduation ceremony, 4) Information management system at STIE-MCE, UMM, and STIKI have been completed with the hardware and software to support the operation that sufficient for the main task and information system management function in general and especially, academic process, 5) the success of information system management usage need skilled human resources related with the implementation of academic administration system, for that matters STIE-MCE, UMM, and STIKI consider them, in the form of capable human resources provision and training, 6) factors that support MIS implementation in the Academic Administration Service at STIE-MCE, UMM, and STIKI such as a) the Institute of higher education leader commit to develop the Academic Administration MIS policies and its operation, b) has good infrastructures to support information system implementation, c) the readiness of human resources at operator and management level together with the management develop its institution. While factors that inhibit the MIS implementation in the academic administration at STIE-MCE, UMM, and STIKI such as a) the high cost of system development and infrastructure procurement, b) no synergy between sub information system and other sub information system (there is no integrated enterprise system), data flow among the working units in the campus is not smooth, c) the network in not online fully, such as in the tuition fee payment and study plan card compilation outside Malang and d) the dependable expert and technicians still lack.

Keywords: management information system, academic administration services, private higher education 
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Abstrak

Prakondisi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di sekolah sangat penting karena guru merupakan ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Orang yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan meningkatkan kompetensi guru adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap kemampuan guru dan berhak memberikan dukungan dan perlindungan kepada mereka. Kemampuan setiap kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan berbeda. Perbedaan itu terletak pada kemampuan mereka dalam melaksanakan prakondisi terhadap kebijakan. Prakondisi meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam praktek, hasil kondisi itu berbeda setiap sekolah bergantung kepada kasus masing-masing.

Penelitian ini bermaksud mengungkap lebih mendalam tentang prakondisi pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru oleh kepala sekolah pada tiga sekolah di kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik berbeda. Fokus penelitian ini tertuju pada dua fokus yaitu: (1) Prakondisi yang mendukung implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru yang dirinci berikut ini: (a) komunikasi mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru di sekolah; (b) sumber daya mendukung implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di sekolah; (c) disposisi sikap pelaksana mendukung implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di sekolah; (d) struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di sekolah. (2) Prakondisi kebijakan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di sekolah yang dirinci berikut ini: (a) komunikasi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di sekolah; (b) sumber daya implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di sekolah; (c) disposisi sikap pelaksana implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di sekolah; dan (d) struktur birokrasi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di sekolah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi multi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (indepth interviewing), observasi berperanserta, dan studi dokumentasi. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, pengecekan anggota, dan diskusi teman sejawat. Sedangkan pengecekan auditabilitas data penelitian oleh para pembimbing sebagai “independent auditor” untuk mengauditnya. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diorganisir, ditafsir, dan dianalisis secara berulang-ulang, baik melalui analisis dalam kasus (individual cases analysis) maupun analisis lintas kasus (cross-cases analysis) guna menyusun konsep dan abstraksi temuan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kualitas komunikasi pada tiga sekolah di kota Banjarmasin dilihat dari sumber yang menyampaikan, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, dan penerima pesan yang dilaksanakan di sekolah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah. Komunikasi yang disampaikan sudah arif bijaksana, menarik, cermat, tepat sasaran, terbuka, bahkan sudah bernuansa agamis, tetapi disayangkan dalam komunikasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memperhatikan aspek situasi kondisi dengan gaya komunikasi yang berbeda sehingga terkesan arogan. Kedua, kualitas sumber daya yang tersedia cukup mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah, terutama bila dilihat dari ketersediaan fisik peralatan baik secara kuantitas maupun kualitas, dan dana pembiayaan secara kuantitas baik namun kualitas masih kurang dan sedikit parah dilihat dari dimensi sumber daya manusia yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang. Ketiga, kualitas disposisi sikap pelaksana cukup mendukung, kepala sekolah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki motivasi yang tinggi, namun dalam melaksanakan tidak memiliki kemampuan yang sama. Keempat, kualitas struktur birokrasi cukup mendukung, dapat dilihat dari efisiensi birokrasi yang diterapkan sudah sederhana tidak berbelit-belit, penggunaan acuan/SOP belum mengarah pada visi misi sekolah, koordinasi kurang, dan pemanfaatan sumber daya sudah optimal namun dari pelaksanaan belum mengenai sasaran. Kelima, komunikasi yang dilaksanakan dengan berbagai pendekatan formal dan nonformal baik yang dilakukan melalui rapat internal, rapat guru, surat edaran, pemberitahuan dengan pengeras suara antar kelas atau pada saat upacara dan papan pengumuman, sampai diskusi kecil antar guru. Keenam, sumber daya yang dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan, lokakarya, seminar, MGMP, penelitian, diskusi, dan penataan ruang guru. Ketujuh, disposisi sikap pelaksana yang dilaksanakan sekalipun belum sepenuhnya terbuka, namun sudah memudahkan, memberikan solusi, dan mampu mendorong keinginan untuk berbuat lebih baik. Kedelapan, struktur birokrasi yang dilaksanakan mengarah pada efisiensi dan sudah sederhana, mempunyai pembagian tugas dan pemisahan tanggung jawab antara kepala sekolah, wakasek, dan guru, namun disayangkan koordinasi diantara mereka kurang baik dan banyak yang melupakan standar acuan visi misi yang semestinya diacu dengan baik.

Saran-saran dari penelitian ini antara lain disampaikan kepada: (1) Kantor Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan menjadwal secara periodik kunjungan ke sekolah-sekolah agar mengetahui persis permasalahan di sekolah secara objektif dan tidak hanya menerima laporan tertulis saja; (2) Sekolah melalui kepala sekolah diharapkan tetap menjalin hubungan baik dengan guru, mengadakan kunjungan kelas secara rutin dan terprogram misal dalam seminggu dua kali untuk memberikan saran-saran perbaikan, selalu memberikan motivasi kepada mereka, serta kepala sekolah dalam hal pengembangan proses pembelajaran harus dapat memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru; (3) Peneliti dan peneliti lain diharapkan selalu mengembangkan lebih jauh lagi kajian tentang implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru karena hal ini sangat urgen; dan (4) Program studi manajemen pendidikan diharapkan menjadi bahan replikasi keilmuan dalam bidang kajian yang sejenis ke arah memperkaya khasanah ilmu manajemen pendidikan. 
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Abstract

The preconditioned implementation of the teacher’s competency improvement policy at schools is very essential due to the teachers are the spearhead in carrying out education at schools. The most responsible person in carrying out the policy to improve teacher’s competency is the principal. The principal has full responsibility toward capability of the teachers and has right to give support and protection to them. Each principal has different capability in carrying out the policy. The difference lies on their capabilities in performing precondition toward the policy. This precondition includes communication, resources, attitude disposition of the executives, and bureaucratic structure. In practice, result of the condition at each school was different depended on each case.

This research was designed to reveal more deeply the preconditioned implementation of the teacher’s competency improvement policy by the principal at three junior high schools in Banjarmasin, which have different characteristics. This research has two focuses: (1) precondition, which supports implementation of the teacher’s competency improvement policy is as follows (a) communication that supports implementation of the teacher’s competency improvement policy at schools; (b) resources that support implementation of the teacher’s competency improvement policy at schools; (c) attitude disposition of the executive that supports implementation of the teacher’s competency improvement policy at schools; (d) bureaucratic structure that supports implementation of the teacher’s competency improvement policy at schools. (2) Precondition of the teacher’s competency improvement policy, which was carried out at schools are (a) communication in implementing the teacher’s competency improvement policy at schools; (b) resources in implementing the teacher’s competency improvement policy at schools; (c) attitude disposition of the executive in implementing the teacher’s competency improvement policy at schools; (d) bureaucratic structure in implementing the teacher’s competency improvement policy at schools.

This research used qualitative approach and multi-case study design. Technique in collecting data used in-depth interviewing, participative observation, and documentary study. Checking on data credibility used triangulation, member checking, and coworker discussion. Checking on data auditability of the research was carried out by the supervisors as “independent auditor”. The collected data through those three techniques was organized, interpreted, and analyzed repeatedly, both through individual case analysis and cross-case analysis in order to construct concept and abstract of the research’s findings.

Results of the research showed: First, quality of the communication at three junior high schools in Banjarmasin, which was reviewed from the informant, extended messages, applied media, and recipient of the messages that were carried out at schools, gave sufficient support in implementing the school’s policy. The extended communication seemed prudent, attractive, accurate, right to the target, opened, and religious nuance, but unfortunately, the communication has not completely concerned on conditional situation aspect along with different communication style, therefore, it sounded arrogant. Second, quality of the available resources was sufficient in supporting the school’s policy implementation, especially when it was reviewed from physical availability of the equipments, both quantitatively and qualitatively, as well as good quantity funding, but less quality and a little severe when it was reviewed from the available human resources dimension in which both quantity and quality were less. Third, quality of the executive’s attitude disposition gives sufficient support, the principal recognized what to do and had high motivation, but had different capabilities in implementation. Fourth, quality of the bureaucratic structure gave sufficient support, which can be seen from the simple-applied bureaucratic efficiency, the use of reference/SOP has not directed to vision and mission of the school, less coordination, and optimal resources utilization, but the implementation has not hit the target. Fifth, communication was carried out, using both formal and informal approach, through internal meeting, meeting among teachers, circular letters, notification using loud speaker to the entire classes or during ceremony and on notification board, as well as discussion among teachers. Sixth, the resources were improved through training, workshops, seminars, MGMP, research, discussion, and making up the teacher’s room. Seventh, even though attitude disposition of the executive has not completely opened, it facilitated, provided solution, and it could support to do better. Eighth, the implemented bureaucratic structure has led to simple and efficient forms, having job description and responsibility division among principal, vice-principal, and teachers, but unfortunately, coordination among them was worse and mostly forget the vision and mission standard, which should be well-directed.

This research gives some suggestions to: (1) the Department of National Education and Department of Religious Affairs, which should schedule their visits to any school periodically in order to recognize the exact problem at the school objectively, not just from the written report; (2) Through its principal, the school is expected to work out good relationship with teachers, perform routine and programmed visits, twice a week for instance, to give suggestion for improvement, motivation, as well as in developing learning process, the principal should deliver full responsibility to the teachers; (3) The researcher and the other ones should develop a review about implementation of the teacher’s competency improvement policy because this is very urgent; and (4) Study program of education management should be used as material of scientific replication on similar review in order to enrich the scientific riches in management of education. 
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Abstrak

Pendidikan dasar (MI dan SD) bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah merupakan sesuatu yang sepatutnya, karena pendidikan merupakan bagian dari esensi kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai kepentingan bukan sekedar dalam pegembangan sekolah, namun terutama untuk memperbaiki mutu dalam rangka pembentukan peran-peran sosial melalui berbagai bentuk partisipasinya dalam kelembagaan pendidikan. Gorton (1976) menandaskan bahwa untuk membangun sekolah yang efektif perlu melibatkan peranserta masyarakat. 

Penelitian ini bermaksud mengungkap lebih mendalam tentang peranserta masyarakat dalam pengembangan sekolah pada tiga sekolah dasar di Kabupaten Blitar yang memiliki karakteristik berbeda. Fokus penelitian ini tertuju pada empat hal yaitu: (a) peranserta kelembagaan masyarakat dalam pengembangan sekolah; (b) peranserta masyarakat dalam pengembangan kurikulum; (c) peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multikasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi berperanserta, dan studi dokumentasi. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, pengecekan anggota, dan diskusi teman sejawat. Sedangkan pengecekan auditabilitas data penelitian oleh para pembimbing sebagai independent auditor untuk mengauditnya. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diorganisir, ditafsir, dan dianalisis secara berulang-ulang, baik melalui analisis dalam kasus maupun analisis lintas kasus guna menyusun konsep dan abstraksi temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, bentuk kelembagaan peranserta masyarakat dalam pengembangan sekolah pada tiga Sekolah Dasar di Kabupaten Blitar terdiri dari: Komite sekolah merupakan wadah peranserta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, mendukung program sekolah dengan ikut membuat RIPS dan RAPBS, sampai memikirkan penggalangan dana, implementasi RAPBS dijabarkan dalam program sekolah dalam bidang sarana-prasarana sekolah, peran Komite mencerminkan empat fungsi pokok : pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol dan mediator, sampai mengevaluasi hasil. Paguyuban bertujuan membantu meningkatkan mutu dalam pembelajaran. DUDI dapat menunjang kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan sarana prasarana sekolah. Alumni membantu pengembangan sarana prasarana pendidikan. Instansi lain menjadi nara sumber untuk pembelajaran, membantu dana untuk kegiatan ekstrakurikuler dan membantu dana untuk mengikuti Kejurnas. Kedua, peranserta masyarakat dalam pengembangan kurikulum: kurikulum muatan lokal adalah bahasa Jawa dan bahasa Inggris, sedangkan dalam pengembangan kurikulum life skill disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ekstrakurikuler: masyarakat yang terdiri dari Paguyuban, Komite, pengusaha, instansi lain, dan alumni membantu dana, tenaga, akomodasi & transportasi pada saat kegiatan ekstrakurikuler, Paguyuban sebagai nara sumber, pelatih, dan mencarikan guru les bila dibutuhkan. Ketiga, peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu anak-anak mendapatkan nilai UAN tinggi dan diterima di sekolah-sekolah favorit tidak terlepas dari peran Komite dan Paguyuban yang selalu memikirkan peningkatan mutu sekolah dan program pembelajarannya, mutu non-akademik: bidang seni, peranserta paguyuban yang mempunyai ketrampilan di bidang seni melatih anak-anak dalam seni dan membantu dana, mutu bidang agama, wali murid memberi bantuan guru mengaji untuk mengajari seni tartil membaca Al-Qur’an, mutu bidang olah raga, peranserta masyarakat membantu pengadaan lapangan Tennis Meja dan Bulu Tangkis dan menjadi pelatih, peralatan olah raga sebagian sumbangan dari wali murid, mutu bidang sarana prasarana Komite dan Paguyuban membantu pengadaan sarana prasarana sekolah, monitoring-evaluasi masyarakat terhadap mutu Paguyuban memonitor dan mengevaluasi pembelajaran anak dan Komite juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/ program sekolah, dan memantau kinerja sekolah
Saran-saran dari penelitian ini antara lain disampaikan kepada: (1) kepala sekolah diharapkan dalam implementasi program kebijakan di sekolah, tetap menjalin kerjasama yang baik dengan komite sekolah, Paguyuban Kelas, DUDI, alumni dan instansi lain dan meningkatkan kerjasamanya untuk mensukseskan program-program sekolah, (2) Guru diharapkan tetap menjalin hubungan dengan paguyuban karena dapat meningkatkan mutu pembelajaran anak, (3) Komite Sekolah diharapkan lebih meningkatkan sensitivitas terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, (4) paguyuban diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan peran orang tua sebagai mitra sekolah, (5) penyelengara pendidikan memperhatikan aspek capaian prestasi akademik maupun ekstrakurikuler dan hendaknya meningkatkan komitmennya dalam mengelola sekolah, (6) Dinas Pendidikan dan Depag hendaknya memberikan otonomi kepada sekolah dengan sepenuh “hati”, sesuai dengan konsep MBS, (7) Fungsi dewan pendidikan sebagai controlling, advising, supporting, dan coordinating yang menjadi penghubung antara sekolah dengan instansi lain, (8) Peneliti lain agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan fokus dan memilih kasus yang lain.
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Abstract

Basic education (elementary schools of MI and SD) is designed to put foundations of intelligence, knowledge, personality, noble deed, as well as skills in order to be self-supporting and continue to the next level of education. Social involvement in developing schools is a proper thing due to education is a part of the social life essence. The society is not only concerned in education, but also tried to improve quality in order to create social roles through participations in educational institution. Gorton (1976) emphasized that social participation is required in order to create effective school.

This research was conducted to reveal the social roles in development schools of three elementary schools in Blitar Regency, which have different characteristics. This research was focused on four items: (a) social participation institutional form of school development; (b) social participation in curriculum development; (c) social participation in improving quality of education.

This research used qualitative approach along with multi-case study design. Data collecting technique used deep interview, participatory observation, and documentation study. Data credibility checking was done using triangulation technique, member checking, and discussion with associates. Meanwhile, data auditability checking of the research was audited by the supervisor as independent auditor. The collected data through these three techniques were organized, interpreted, and analyzed repeatedly, both in intra-case analysis and cross-case analysis in order to construct concept and abstract of the research findings.

Results of the research show that, first, institutional form of social participation in school development at three Elementary Schools in Blitar Regency includes school committee as social participation institution to improve quality of education, support the school programs and participate in constructing RIPS and RAPBS, as well as fund-raising, implementation of RAPBS is outlined on school program in school infrastructures, the role of Committee reflects four main functions: adviser, motivator of the program, controller and mediator, as well as evaluating the results, the Community Organization (Paguyuban) was designed to improve quality in learning, DUDI could support the extracurricular activity and development of school infrastructures, the alumnus assist the educational infrastructures, other agency was being the informant for learning, grant-in-aid for extracurricular activities as well as for National Championship. Second, social participation in developing curriculum: curriculum of local subjects are Javanese and English, while, the life skill curriculum development was adjusted to the conditions of environment, extracurricular, the society that comprises of Community Organization, Committee, entrepreneurs, other agency, and alumnus, which support fund, energy, accommodation and transportation for extracurricular activities, Community Organization as informant, trainer, and looking for course teacher if necessary. Third, social participation in improving quality of education for students, who get good marks for their National Examination and accepted at favorite schools, was not apart from the role of Committee and Community Organization, which always concerned with the school quality improvement and learning program, quality in arts, participation of the parents, who have skills in arts, may train the students in arts and assist fund, improve quality in religious activities, the parents may ask religious teacher to teach the students in reading holy Qur’an, quality in doing exercises. Social participation in providing table tennis and badminton courts and being the coach, some of the sport’s equipments were subsidized by the parents, while on infrastructure side, both Committee and Community Organization provide means and infrastructures for the school, monitor the social evaluation toward quality, the Community Organization monitor and evaluate the student’s learning, and the Committee evaluate and supervise policy/program of the school, as well as monitor the school performance.

Suggestions of this research are given to: (1) it is expected that in implementing the policy program, the principal should keep working out a better cooperative with the school committee, Class Community Organization, DUDI, alumnus, and other agency, as well as improving their cooperation to make the school programs successful, (2) It is expected that the teachers should establish harmonious relations with the students, the parents, and society around the school environment, (3) It is expected that the School Committee would be more sensitive toward problems in society, (4) it is expected that the community organization could improve the parents’ role and function as partner of the school, (5) Management of education pays more attention on both academic achievement and extracurricular and it should improve its commitment in managing the schools, (6) Department of Education and Department of Religious Affairs should give an autonomy to the principal in “noble” way according to MBS concept, (7) Function of the educational council in controlling, advising, supporting, and coordinating, which becomes the mediator between the schools and other agencies, (8) Other researcher should conduct further research by developing focus and choosing other case. 
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Abstrak

Guru seni tari mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat dalam pengembangan, pelestarian, dan pembinaan kesenian kepada generasi penerus. Pendidikan seni tari memang mempunyai keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Sudah sejak lama ada pendapat yang saling bertentangan antara para pendidik dan seniman tari. Para seniman tari berpendapat bahwa tari sebagai seni akan mencair dan turun derajatnya apabila diajarkan oleh seseorang yang bukan seniman. Sebaliknya para pendidik berpendapat bahwa dialah yang paling tepat mengajar tari di pendidikan umum. Karena guru mengetahui pengalaman dan kegiatan siswa setiap hari, sehingga lebih mudah merencanakan program tari yang seimbang. Pada kenyataannya tidak setiap seniman sesuai mengajar tari di sekolah umum, demikian juga tidak semua guru/pendidik memahami permasalahan tentang tari. Sebagai pemecahnnya dirasakan perlu ada lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan guru tari yang dapat mengajar seni tari di sekolah umum. Kebutuhan guru seni tari di sekolah umum, sama kebutuhnnya dengan guru pendidikan jasmani yang sudah lama ada lembaga pendidikannya.

Manajemen kurikulum pendidikan guru seni tari ini sangat menarik bila diteliti melalui sudut pandang manajemen pendidikan, dan cukup urgen karena sepanjang pengetahuan peneliti belum banyak penelitian tentang kurikulum pendidikan seni, terutama kurikulum LPTK pendidikan seni tari.

Fokus penelitian: (1) perencanaan kurikulum pada awal berdirinya pendidikan seni tari di LPTK, (2) organisasi kurikulum pada kurikulum tahun 2008 jenjang strata 1 pendidikan seni tari di LPTK, (3) implementasi kurikulum tahun 2008 jenjang strata 1 pendidikan seni tari di LPTK yang meliputi: pengembangan materi pembelajaran, sarana-prasarana pembelajaran, SDM pelaksana kurikulum, dan (4) pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan seni tari di LPTK.

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan manajemen kurikulum pada pendidikan seni tari di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Tujuan khusus penelitian adalah mendeskripsikan manajemen kurikulum pendidikan seni tari di lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi berperan serta wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pengabsahan data dengan dependabilitas, dan kredibilitas. Analisis data:dengan analisis data situs tunggal dan analisis lintas situs.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, perencanaan kurikulum pendidikan seni tari LPTK pada awal berdirinya, dengan memadukan kurikulum pendidikan seni tari murni, tari daerah setempat, dengan kurikulum kependidikan seni rupa LPTK. 

Kedua, pengorganisasian kurikulum tahun 2008 pendidikan seni tari LPTK pada tiap semester atas dasar pertimbangan: tingkat kesulitan matakuliah teori maupun matakuliah praktek, matakuliah pengetahuan disusul matakuliah yang memerlukan pemahaman, matakuliah yang perlu analisis-sintesis; untuk menyiapkan fisik mahasiswa diberikan matakuliah Olah Tubuh, matakuliah praktek tari dari yang rendah tingkat kesulitannya sampai yang rumit, dibuat berjenjang dengan disertai prasarat, matakuliah tari ciri daerah di diutamakan, berusaha lulusannya mempunyai kompetensi sesuai tuntutan matapelajaran Seni Budaya di SMP dan SMA, pengorganisasian kurikulum pendidikan seni tari LPTK memberikan bekal penalaran ilmiah melalui penulisan skripsi, bekal kepribadian, kependidikan, dan latihan sebagai guru melalui PPL, bekal penciptaan seni tari melalui Karya Tari, bekal penmgabdi kepada masyarakat melalui KKN, menyediakan kelompok matakuliah untuk profesi selain profesi guru tari, memberikan matakuliah pengayaan materi praktek seni tari bagi mahasiswa yang dapat selesai 7 semester, penulisan skripsi ada 3 pilihan bentuk.

 Ketiga, implikasi kurikulum pendidikan seni tari LPTK: (a) pengembangan materi pembelajaran pendidikan seni tari LPTK dilaksanakan secara terkoordinasi dan secara individu atau tim pengajar, ada matakuliah muatan lokal tertentu yang dilaksanakan dengan kegiatan nyantrik. (b) sarana-prasarana pembelajaran pendidikan seni tari LPTK dilaksanakan oleh laboratorium jurusan, (c) SDM pelaksana kurikulum, rekrutmen dengan pemagangan, pembinaan resmi dan tidak resmi, peningkatan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan peningkatan kualitas tenaga akademis di perguruan tinggi, komunikasi dan informasi menggunakan: komunikasi searah dan komunikasi timbal balik

. Keempat, pengawasan pelaksanaan kurikulum melalui pengawasan melekat, rapat jurusan, jurnal kemajuan perkuliahan, dan monitoring pelaksanaan perkuliahan. 

Penelitian ini merekomendasikan: (1) Matakuliah Karya Tari dan Skripsi di pendidikan seni tari LPTK tidak merupakan matakuliah pilihan. (2) Kegiatan nyantrik perlu dipertahankan dan dilaksanakan oleh semua pendidikan seni tari LPTK. (3) Perpustakaan pendidikan seni tari LPTK dapat dilengkapi VCD tari hasil Karya Tari dan hasil nyantrik. (4) Tradisi dosen membuat karya tari dan dipentaskan hendaknya tidak hanya dipentaskan di kampus masing-masing, tetapi juga di LPTK yang mempunyai jurusan/prodi pendidikan seni tari. (5) Selain matakuliah Olah Tubuh, Yoga Asanas (senam yoga) juga penting diberikan kepada mahasiswa pendidikan seni tari LPTK agar kelenturan fisik, daya tahan tubuh, dan kepekaan rasa mahasiswa bertambah baik.
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Abstract

Teachers who teach the art of choreography have a heavy burden and responsibility in developing, preserving, and building up the arts for the next generation. Choreographic education has its own uniqueness in comparison with other subjects. There have been contradictory opinions between the educators and the dancers. The dancers stated that the choreography (folk dance) would be weakened and humiliated when it was taught by someone who was not a professional dancer. On the contrary, the educators stated that they were the right ones who could teach the choreography in general education. As the teachers have already been familiar with daily activities and experiences of the students, therefore, they would be easier in designing a balanced dance program. In fact, neither every dancer is suitable to teach dance at a public school, nor all teachers/educators understand the problems of dancing/ choreography. As a solution for such a problem, a specific institution that could produce qualified choreographic teachers was required. The need of choreographic teachers in public schools is the same with the need of physical education teachers.

The uniqueness of this curriculum management, which produces the teachers of choreography, is very attractive to be studied through the point of view of educational management, and it is considered so urgent due to the fact that so far the researcher has not found any similar research, especially that is concerning with the LPTK curriculum of the choreographic education.

The focuses of the research are: (1) the management of the curriculum design at the beginning of the choreographic education establishment at LPTK, (2) the curriculum organizational management of 2008, bachelor degree on choreographic education at LPTK, (3) the curriculum implementation management of 2008, bachelor degree on choreographic education at LPTK, which comprises of management of curriculum development, management of curriculum means and infrastructure, and human resource management of the curriculum executive, and (4) the monitoring management on the implementation of the choreographic education curriculum at LPTK.

The general objective of this research is to describe the curriculum management on choreographic education at LPTK. Furthermore, the specific objective of this research is to describe the curriculum management on choreographic education at LPTK in accordance with the focus of the research.

The research uses a qualitative approach. The data have been collected through participative observation, interview, and documentary study. The data have been validated through triangulation, dependability, and credibility. The data analysis have been done by using singular-site data analysis, and cross-sites data analysis.

The results of the research are summarized as follow. First, at the beginning of the establishment of LPTK, the management of choreographic education curriculum planning of LPTK was integrated with the educational curriculum of pure folk dance, local traditional dance, and educational curriculum of fine arts at LPTK. 

Second, the organization management of the choreographic education curriculum of LPTK in each semester of curriculum 2008, was based on the following considerations: the difficulty levels of theoretical subjects and practical subjects, general knowledge subjects were followed by the subjects requiring deeper thinking/ understanding, the subjects requiring analyzing and synthesizing skills are used to help students be ready to do beautiful body building, dancing practice from simple to complicated one has been graded, the features of local dances have been emphasized. It has been planned that the Junior and Senior High School graduates have the expected dancing competence. The management of choreographic education curriculum organization of LPTK offered logical reasoning ways such as thesis writing, character / personality building, teacher training through special apprentice activities, its prerequisite, and given top priority on traditional dance, in order to establish competent graduates that conform to the demand of Cultural Arts subject at the Junior and Senior High Schools, The management of choreographic education curriculum organization of LPTK offered scientific reasoning means such as writing thesis, building up personality, educational matters, and practicing as the real teacher, creating a choreography, providing social service through obligatory social action internship, providing subject category for other professions rather than choreographic teacher, providing subject of choreographic practices enrichment for the students, which could be completed in 7 semesters, and 3 options in writing the thesis.

Third, the management of the choreographic education curriculum implication of LPTK are: (a) The management of the choreographic education curriculum development of LPTK was coordinated individually or the educator team, specific subject through apprenticeship, (b) The management of the choreographic education means and infrastructure can be done by laboratory of the department, (c) The human resource management of the curriculum executive is carried out through apprenticeship, providing official and informal build-up, improving quality of the human resources that conforms to provision of quality improvement for the academician at the university, communication and information apply: one-way and feedback communications. 

Fourth, the monitoring management in implementing curriculum was carried out through close supervision, departmental meeting, journal of lecturing progress, and monitoring implementation of the lecturing.

This research recommends the following points: (1) Choreography and Thesis subject in choreographic education of LPTK are not optional. (2) Apprenticeship should be preserved and carried out by all choreographic education of LPTK. (3) Library of the choreographic education should be equipped with VCDs that show the products of choreography and apprenticeship. (4) The lecturers should be active in the tradition of creating different aspects of choreography and their creation should be presented not only on their own campuses, but also at other proper places, (5) Besides Physical Exercises, meditation is also required for the students of choreographic education in LPTK in order to improve their physical diffraction, stamina and sensitivities.
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Abstrak

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya prestasi siswa, sehingga, kepala sekolah dituntut memiliki kemam-puan memimpin yang memadai agar mampu mengambil inisiatif meningkatkan kuali-tas sekolah. Prestasi siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kompetensi manajerial kepala sekolah, kapabilitas mengajar guru, sarana prasarana, dan faktor lainnya. Prestasi siswa SMPN di Surabaya beberapa tahun terakhir tidak masuk 10 besar Jawa Timur sehingga perlu diketahui penyebabnya. 

Tujuan pokok penelitian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana kontribusi variabel-variabel kompetensi manajerial kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kapabilitas mengajar guru, dukungan orangtua dengan prestasi siswa SMPN di Surabaya.

Ditinjau dari jenis data yang dikumpulkan, penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, termasuk penelitian survey, karena mengumpulkan data yang luas dan banyak, serta untuk mencari pembuktian. Juga termasuk penelitian deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Negeri yang bertugas di SMPN di kota Surabaya yang berjumlah 2016 orang guru. Sampel sebesar 322 orang guru, dan pengambilannya secara proporsional sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk menjaring keempat variabel yaitu: (1) kompetensi manajerial kepala sekolah, (2) ketersediaan sarana pra-sarana, (3) kapabilitas mengajar guru, (4) dukungan orang tua dan (5) untuk memperoleh data prestasi siswa SMPN di kota Surabaya dilakukan dengan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) kompetensi manajerial kepala sekolah, Keterse-diaan sarana dan prasarana, Kapabilitas mengajar guru, Dukungan orang tua, dan Prestasi belajar siswa, secara umum berada dalam kategori sedang. (2) terdapat hubungan langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan dukungan orang tua, (3) ada hubungan langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan kapabilitas mengajar guru, (4) ada hubungan langsung yang signifikan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kapabilitas mengajar guru, (5) ada hubungan langsung yang signifikan antara dukungan orang tua dengan kapabilitas mengajar guru, (6) ada hubungan langsung yang signifikan antara kapabilitas mengajar guru dengan prestasi belajar siswa, (7) ada hubungan langsung yang signifikan antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa, (8) ada hubungan langsung yang signifikan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan prestasi belajar siswa, (9) ada hubungan langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa, (10) ada hubungan tidak langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan kapabilitas mengajar guru, melalui dukungan orang tua, (11) ada hubungan tidak langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa, melalui kapabilitas mengajar guru, (12) ada hubungan tidak langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa, melalui dukungan orang tua, (13) ada hubungan tidak langsung yang signifikan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan prestasi belajar siswa, melalui kapabilitas mengajar guru. (14) Berdasarkan nilai kontribusi kumulasi dari keempat variabel bebas kompetensi manajerial kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, kapabilitas mengajar guru, dan dukungan orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SMPN Kota Surabaya sebesar R Square = 0,938 atau sebesar 93,8%, dan 6,2% lainnya dimungkinkan oleh sebab variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
Berdasarkan temuan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: (1) Melihat keadaan dari kompetensi manajerial kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, kapabilitas mengajar guru, dukungan orang tua, dan prestasi belajar siswa, kesemuanya dalam kategori sedang, penulis menyarankan kepada pihak SMP Negeri di Kota Surabaya untuk (a) meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah, (b) meningkatkan dan memanfaatkan secara maksimal ketersediaan sarana dan prasarana, (c) meningkatkan kapabilitas mengajar guru dengan mengikuti kegiatan pengembangan profesi misalnya training maupun pendidikan lanjut, dan (d) meningkatkan dukungan orang tua melalui sikap-sikap tenggang rasa, dan sambung rasa, jalinan kerja sama dengan orang lain, khususnya dengan orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. (2). Dengan diterimanya semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak: (a) Bagi Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan pelatihan tentang kepemimpinan manajerial kepala sekolah, memberikan izin dan bea siswa untuk studi lanjut. (b) Bagi Kepala Sekolah, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan pemanfaatannya sebaik-baiknya. (c) Bagi guru-guru disarankan untuk mengikuti studi lanjut, mengikuti seminar dan sejenisnya. (d) Bagi peneliti lain, diharapkan dijadikan pertimbangan dalam penelitian lainnya yang mempunyai sasaran sama dengan pendekatan secara parsial maupun secara komprehensif. (e) Bagi pengembang ilmu manajemen pendidikan, agar dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu yag berkaitan dengan kompetensi manajerial kepala sekolah, sarana prasarana sekolah, dukungan orang tua, kapabilitas mengajar guru maupun prestasi siswa, dalam rangka pengembangan model.
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Abstract

Principal’s leadership is one of factors in which determine the higher and lower students' achievement, so as he/she is badly needed to have appropriate leadership competency to allow initiative taking in enhancing school’s quality. Students' achie-vements are affected by many factors, such as principal’s managerial competency, teachers’ teaching capability, means and infrastructures, and others. For several last years, Public Junior High Schools Students’ achievement in Surabaya Municipality is not included in the best 10 of East Java Province, thus it is necessary to be recognized its causes.

The main objective of this research is to find the information to what be extent the contribution of principal’s managerial competency variables, means and infrastructures availability, teachers’ teaching capability, and parents’ support, towards Public Junior High School students’ achievement in Surabaya Municipality. 

Reviewing from due to the collected data’s types, this research applied a quantitative approach, in which included as a survey research, since it collects extensive and various data, and also finds evidences, and it is also included as a descriptive – correlative research. The population of this research was all Public teachers servicing in Public Junior High School in Surabaya as of 2016 personnel. There were 310 proportionally sample-taking teachers. Quastionaries were used as instruments to measure the following variables, namely: (1) principal’s managerial competency, (2) means and infrastructures availability, (3) teachers’ teaching capability, (4) parents’ support, and (5) documentation to obtain Public Junior High School students’ achievement in Surabaya Municipality.

The result of the research showed that: (1) principal’s managerial competency, means and infrastructures availability, teachers’ teaching capability, parents’ support, and students learning achievement, are generally in moderate category. (2) there were significant direct relations between principal’s managerial competency and parents’ support, (3) there are significant direct relations between principal’s managerial competency and teachers’ teaching capability, (4) there are significant direct relations between means and infrastructures availability and teachers’ teaching capability, (5) there are significant direct relations between parents’ support and teachers’ teaching capability, (6) there are significant direct relations between teachers’ teaching capability and students’ learning achievement, (7) there are significant direct relations between parents’ support and students’ learning achievement, (8) there are significant direct relations between means and infrastructures availability as well as students’ learning achievement, (9) there are significant direct relations between principal’s managerial competency and students’ learning achievement, (10) there are significant indirect relations between principal’s managerial competency and teachers’ teaching capability, through parents’ support, (11) there are significant indirect relations between principal’s managerial competency and students’ learning achievement, through teachers’ teaching capability, (12) there are significant indirect relations between principal’s managerial competency and students’ learning achievement, through teachers’ teaching capability, (13) there are significant indirect relations between means and infrastructures availability and students’ learning achievement, through teachers’ teaching capability. (14) Based on cumulative contribution values of the fourth free-variables of principal’s managerial competency, means and infrastructures availability, teachers’ teaching capability, and parents’ support towards students’ learning achievement in Public Junior High School in Surabaya Municipality, it is found the R Square of = 0.938, or equivalent to 93.8%, and 6.2%, while others are possible due to variable causes not included in this research.

Based on the research findings as stated above, it may be described the following suggestions: (1) Observing the condition of principal’s managerial competency, means and infrastructures availability, teachers’ teaching capability, parents’ support, and students’ learning achievement, in which all of them are in moderate category, the writer suggests to Public Junior High School Party in Surabaya Municipality to (a) enhance the principal’s managerial competency, (b) enhance and maximally make use many means and infrastructures availability, (c) enhance teachers’ teaching capability by following professional developmental activities, such as training and advanced education, and (d) enhance parents’ support through tolerance, empathy, cooperation with others, especially with students’ parents and community, in general. (2) Upon the acceptance of all hypotheses proposed in this research, the researcher suggests to some sides: (a) to prioritize principal’s managerial leadership, to give permit and provide advanced study scholarship for those Educational Services.(b) To enhance means and infrastructures availability, and its satisfactorily utilization. (c) For those principals needs, teachers are suggested to follow any advanced studies, seminars, and its other relevant activities. (d) The reseache findings are olso used as consideration for other researchers or the following researches having the same objectivs and approaches. (e) This research is expected to become a consideration of other researches having the same target with both partially and comprehensively manner for other researchers to allow any educational managerial study developers to use this research as a reference in developing a study-related to principal’s managerial competency, school's means and infrastructures, parents’ support, teachers’ teaching capability, and students' achievement in term of model development. 
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Abstrak

Peningkatan mutu perguruan tinggi di Indoensia merupakan salah satu upaya yang tidak pernah berhenti, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi sendiri. Salah satu upaya tersebut adalah menciptakan birokrasi perguruan tinggi yang berwawasan wirausaha, yaitu sebuah upaya yang dilakukan PT dalam rangka menciptakan birokrasi PT yang efektif, transparan, DAN akuntabel. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) nilai-nilai kewirausahaan dalam pengembangan sistem perguruan tinggi, (2) tatakelola birokrasi PT berwawasan wirausaha, (3) pengembangan akademik yang berwawasan wirausaha, (4) pengembangan SDM yang berwawasan wirausaha, (5) pengembangan wirausaha (bisnis) di perguruan tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan rancangan studi multi kasus. Situs yang dugunakan dalam penelitian ini adalah Kampus Putih, Kampus Biru dan Kampus Hijau di kota Malang. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dari proses pengumpulan data tersebut kemudian diperiksa kebenaran, kecocokan dan kehandalannya melalui proses triangulasi, yang dalam penelitian ini digunakan trianggulasi metode dan sumber. Data hasil wawancara ditriangulasi dengan data dari dokumen, observasi dan angket. Selain itu, data hasil wawancara dari suatu responden juga dilakukan pengecekan terhadap responden yang lain. Data yang terkumpul kemudian ditabulasi, diberi kode, dimaknai dan kemudian disimpulkan pada setiap situs penelitian, yang selanjutnya dibandingkan dengan data pada situs penelitian yang lain dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tiga PT terteliti menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam pengembangan sistem perguruan tinggi. Nilai-nilai tersebut sangat bervariatif, sebagian dari nilai-nilai tersebut sama dan sebagian lain berbeda. 2) Struktur birokrasi berwawasan wirausaha adalah birokrasi yang memiliki struktur organisasi yang flat dan sederhana tetapi kaya fungsi. Tatakelola birokrasi PT yang berwirausaha adalah tatakelola birokrasi yang dapat memberikan tupoksiwab yang jelas kepada para pegawai dan karyawan, memberikan pelayanan yang cepat, jelas dan terukur, meningkatkan daya saing baik antar pegawai intern kampus maupun dengan pihak luar dalam menangani pekerjaan kampus, sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik, melakukan pemberdayaan kepada civitas akademika untuk berkarya dan berinovasi, serta menjamin bahwa seluruh proses layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 3) Manajemen pengembangan akademik berwawasan wirausaha adalah manajemen akademik yang mampu menghasilkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang inovatif, produktif, khas dan unggul. 4) Manajemen pengembangan SDM PT berwawasan wirausaha adalah manajemen yang mampu meningkatkan kinerja para dosen dan pegawainya dengan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien. 5) Perguruan tinggi terteliti mengembangkan bisnis dengan cara yang bervariatif. Sebagian ada yang mengembangkan model bisnis integratif antara akademik dan non akademik, sedangkan sebagian lain mengembangkan model bisnis non-integratif, yaitu bisnis murni yang terpisah dari dunia akademik.
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Abstract

The improvement of higher education quality in Indonesia is a sustainable program done by government and the university. One of those efforts is by entreprising the bureaucracy of higher education. Enterprising bureaucracy in higher education is an effort to make bureaucracy more effective, efficience, transparant and accountable. 

This research is intended to describe; 1) the use of entrepreneurial values in improving higher education system, 2) the effort of university in managing bureucratic structure, 3) improving academic aspect, 4) improving human resources, and 5) improving business.

The research applies the qualitative approach of phenomenology with the design of multi sites. The sites used in this research are White University, Blue University and Green University in Malang town. The data are collected by using observation, interview and documents. Truth, suitability and dependability of the collected data are then analyzed through a triangulation process. Besides using triangulation methode and sources. The result of interviews is triangulated with the documents and observation. Besides, the results of interview form a group of respondents are examined in relation to other group of respondents. The collected data are then put in table, coded, identified and summarized at every site of the research. It is then compared with the data from other sites of research and finally summarized.

The result of the research shows that 1) the values of entrepreneurship used by university to improve higher education system are various. Some of them are the same, but some others are different. 2) Enterprising bureaucracy’s structures in higher education is by making a flat structure and right sizing structure but have rich function. Entrepreneurship bureaucracy in higher education is bureaucracy that gives clear job description to the staff, have a quick, clear and measurable service, able to improve the competitiveness between stafs, give opportunity to staf and lecturer to make innovation, and accountable. 3) Entrepreneurship academical improvement is academic management that able to result the innovatives, productive, special, and excellence program and activities. 4) Entrepreneurship of human resources improvement in higher education is by creating management that able to improve the ethical work of lecturer and staff with new methodes that more effectives and efficience. 5) Higher education improves the business activities with various ways. Some of them implement integrative model and others implement non-integrative model. 
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Abstrak

Keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh para guru dan kepala sekolah, meskipun kinerja guru juga sangat dipengaruhi oleh kepala sekolah melalui manajerialnya yang mampu menciptakan semangat kerja guru yang tinggi. Semangat kerja guru yang tinggi itu tentunya dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi sekolah.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan secara langsung antara keefektifan perencanaan peningkatan mutu sekolah, kapasitas pengorganisasian personel, motivasi kerja, dan peningkatan profesionalisme guru dengan kinerja guru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kabupaten dan kota Blitar. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedang dilihat dari cara analisis data, penelitian ini termasuk tipe penelitian korelasional. Penelitian dilaksanakan di kabupaten dan kota Blitar melibatkan 4 Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten dan kota Blitar, sampel penelitian sebanyak 100 guru, diambil dari populasi sebesar 253 guru. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen angket yang telah terbukti memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan. Teknik analisis data menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) atau Pemodelan Persamaan Struktural. Analisis data menggunakan komputer Program Amos 04.

Hasil Analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa: (1) rata-rata tingkat keefektifan perencanaan peningkatan mutu sekolah, kapasitas pengorganisasian personel, motivasi kerja, peningkatan profesionalisme guru, dan kinerja guru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kabupaten dan kota Blitar termasuk dalam kategori tinggi; (2) Secara komprehensif model konsep-tual hubungan variabel yang dikembangkan adalah fit (baik), memenuhi standar persyaratan Goodness-of-Fit, sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

Dari hasil pengujian hipotesis hubungan langsung dapat disimpulkan bahwa : (1) Ada hubungan langsung yang signifikan antara keefektifan perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan kapasitas pengorganisasian personel, (2) Ada hubungan langsung yang signifikan antara perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan motivasi kerja, (3) Ada hubungan langsung yang signifikan antara kapasitas pengorganisasian personel dengan motivasi kerja, (4) Tidak ada hubungan langsung yang signifikan antara keefektifan perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan peningkatan profesionalisme guru,(5) Ada hubungan langsung yang signifikan antara kapasitas pengorganisasian personel dengan peningkatan profesionalisme guru, (6) Ada hubungan langsung yang signifikan antara motivasi kerja dengan peningkatan profesionalisme guru, (7) Ada hubungan langsung yang signifikan antara perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan kinerja guru, (8) Ada hubungan langsung yang signifikan antara kapasitas pengorganisasian personel dengan kinerja guru, (9) Ada hubungan langsung yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru, dan (10) Ada hubungan langsung yang signifikan antara peningkatan profesionalisme guru dengan kinerja guru.

Sedangkan dari hasil pengujian hipotesis hubungan tidak langsung dapat dikemukakan: (1) Terdapat hubungan tidak langsung antara perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan motivasi kerja melalui kapasitas pengorganisasian personel, (2) Terdapat hubungan tidak langsung antara perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan peningkatan profesionalisme guru melalui pegoranisasian personel dan motivasi kerja, (3) Terdapat hubungan tidak langsung antara kapasitas pengorganisasian personel dengan peningkatan profesionalisme guru melalui motivasi kerja, (4) Terdapat hubungan tidak langsung antara perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan kinerja guru melalui pengorganisasian personel, motivasi kerja dan peningkatan profesionalisme guru, (5)Terdapat hubungan tidak langsung antara kapasitas pengorganisasian personel dengan kinerja guru melalui motivasi kerja dan peninkatan profesionalisme guru, (6)Terdapat hubungan tidak langsung antara motivasi kerja dengan kinerja guru melalui peningkatan profesionalisme guru.
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Abstract

School success is more determined by both teachers and school principals, although the teachers’ performance is mostly influenced by the principals through their managerial skill which are able to create the teachers to have high motivation. The teachers’ motivation is, in fact, intended to support the schools in achieving their goals.

This present study is intended to describe direct correlation among the effectiveness of planning of schools’ quality improvement, capacity of organizing personals, motivation of working, and improvement of teachers’ professionalism toward teachers’ performance at MAN in Blitar municipal.

To achieve the proposed goals, the study is done through with quantitative approach. From the way the data are analyzed, the study belongs to correlational study. The study is conducted in Blitar regency and municipality involving 100 teachers whom are taken from 253 teachers as the total population. The instrument used to collect the data is questionaire which meets the requirement of both validity and reability. The data are analyzed by applying structural equation modelling (SEM). The data analysis applies computer with Amos 04 program.

From the descriptive analysis it can be concluded that : (1) in average the level of effectiveness of planning of schools’ quality improvement, capacity of organizing personal, motivation of working, and improvement of techers’ professionalism toward the teachers’ performance at MAN in Blitar municipal is categorized high. (2) comprehensively, conceptul model of the correlation of the developed model is fit and it meets the standard of requirement of goodness-of-fit used to test hypotheses.

From the results of testing hypotheses, the direct correlation can be concluded as follows : (1) there is direct significant correlation between the effectiveness of planning of schools quality improvement toward the capacity of organizing personal, (2) there is direct significant correlation between planning of schools quality improvement toward working motivation, (3) there is direct significant correlation between capacity of organizing personal toward working motivation, (4) there is no direct significant correlation between the effectiveness of planning of schools quality improvement toward improvement of teachers’ professionalism, (5) there is direct significant correlation between the capacity of organizing personal toward the improvement of teachers’ professionalism, (6) there is direct significant correlation between motivation of working toward the improvement of teachers’ professionalism, (7) there is direct significant correlation between planning of schools quality improvement toward teachers’ performance, (8) there is direct significant correlation between capacity of organizing personal toward teachers’ performance, (9) there is direct significant correlation between motivation of working toward teachers’ performance, and (10) there is direct significant correlation between improvement of teachers’ professsionalism toward teachers’ performance. 

Meanwhile, from the result of testing the hypotheses about indirect correlation, it is found that : (1) there is indirect correlation between planning of schools quality improvement toward working motivation through capacity of organizing personal, (2) there is indirect correlation between planning of schools quality improvement toward teachers’ professionalism through capacity of organizing personal and motivation working, (3) there is indirect correlation between capacity of organizing personal toward the improvement of teachers’ professionalism through motivation of working, (4) there is indirect correlation between planning of schools quality improvement toward teachers’ performance through capacity of organizing personal, motivation of working and the improvement of teachers’ professionalism, (5) there is indirect correlation between capacity of organizing personal toward teachers’performance through motivation of working and the improvement of teachers’ professionalism, (6) there is indirect correlation between motivation of working toward teachers’ performance through the improvement of teachers’ professionalism.
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Abstrak

Perilaku kepemimpinan kharismatik-tradisional pesantren sebenarnya bersandar kepada keyakinan bahwa kyai mempunyai kualitas luar biasa yang bersifat teologis, hal ini merupakan daya tarik pribadi kyai sebagai pemimpin-kekuasaannya berasal dari Tuhan. Fenomena kepemimpinan secara kolektif bersandar pada pembagian peran, tugas dan kekuasaan secara bersama, sehingga lahirnya kepemimpinan kolektif di pesantren diasumsi sebagai usaha bersama untuk mengisi jabatan baru karena tuntutan sosial masyarakat.

Perubahan kepemimpinan tunggal yang mengacu pada figur kyai tertentu pada pola kepemimpinan kolektif semacam ini ternyata tidak menampik otoritas kyai yang menjadi ciri utama pesantren, bahkan menempatkan kyai sebagai pengasuh yang terlembaga dalam dewan pengasuh. Pengurus harian dan yayasan yang bertugas membenahi operasionalisasi yang dipegang oleh kyai muda dibantu sejumlah alumni dan santri, sehingga terjadi diversivikasi wewenang yang relatif merata, keputusan tidak muncul sepihak melainkan melalui mekanisme musyawarah seluruh komponen yang ada dalam kepengurusan dan yayasan pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kolektif di pesantren. Beberapa hal yang dapat dideskripsikan sehubungan dengan fokus penelitian ini adalah; perilaku kepemimpinan kepemimpinan kolektif di pondok pesantren dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian konflik, dan pembangunan tim. Sub fokusnya adalah; perilaku kepemimpinan, sumber otoritas dan ghirah kepemimpinan kolektif dan proses pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan pembangunan tim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berjenis studi multi situs pada tiga pondok pesantren di Jawa Timur; yaitu pesantren Bani-Djauhari Prenduan, pesantren Bani-Syarqawi Guluk-Guluk Kota Garam Sumekar dan di pesantren Bani-Basyaiban Kraton Kota Santri. Dalam menggali data peneliti banyak menggunakan wawancara mendalam dengan para kyai fungsionaris Dewan Riasah, Dewan Masyayikh, dan Majlis Keluarga, serta dari para pengurus harian-majlis a’wan, asatidz, dan santri. Serta melalui observasi dan dokumentasi, data-data dianalisis secara interaktif dan komparatif konsan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa; pertama, perspektif kepemimpinan kolektif pesantren, semula teraktualisasi dari proses sosial-kultural, kemudian pada perkembangannya berubah kepada proses sosial-struktural berbentuk organisasi yang beranggotakan kyai-kyai dan kemudian disebut “majlis kyai” yang memimpin dan mengasuh santri secara bersama-sama (berjemaah) atau collective didasarkan pada seniouritas (masyayikh) dari garis kekerabatan (kinship), dengan kedudukan majlis kyai sebagai badan tertinggi di pesantren, secara fungsional merupakan pembina pengurus harian dan pengurus yayasan, yang dibantu oleh majlis pengasuh putri, majlis a’wan dan pengurus pleno. Dan sedangkan kolektivitas kepemimpinan dalam majlis kyai berkecenderungan pada perilaku kepemimpinan kolektif-partisipatif bergantung kepada kapasitas peran dan otoritas yang dipenuhi para kyai, serta kewenangan yang diberikan kepada kyai muda.

Kedua, kewenangan dewan kyai secara kolektif di pesantren bersumber dari kesadaran bersama pada norma-norma yang telah diatur bersama, serta kesadaran personal beberapa kyai bersumber dari nilai-nilai keagamaan yang diyakini berupa kharisma (charismatic-religious), yang mempunyai tujuan dan ghirah pelembagaan kepemimpinan di pesantren sebagai upaya pembagian tugas dan kekuasaan, sebagai wadah bermusyawarah, upaya kesinambungan pesantren dimasa-masa mendatang, responsif terhadap persoalan pendidikan masayarakat, dan meneladani Rasul Muhammad saw., sebagai pemimpin sejati. Dan sedangkan perilaku kepemimpinan kolektif di pesantren didukung oleh faktor kepribadian, faktor pendidikan, faktor pengalaman, dan faktor lingkungan para kyai di pesantren.

Ketiga, Perilaku proses pengambilan keputusan majlis kyai dilakukan melalui musyawarah dan inisitif-inisiatif sebagai proses penetapan tujuan dan sosialisasi program dalam memperkaya gagasan dan keterlibatan semua pihak. Demikian juga proses penyelesaian konflik bersifat individual, mediasi, klarifikasi (tabayyun), proses ikrar dan perjanjian (tajdidun niyah), dan proses mija hijau (mahkamah), sebagai upaya penegakan syari’ah. Sedangkan proses pembangunan tim dilakukan melalui proses intensitas pertemuan dan pemerataan komunikasi diantara pengurus, pemanfaatan moment-moment, pelibatan para Nyai di pesantren, serta pemberian kompensasi (bisyaroh).
Implikasi penelitian ini dapat mengilhami pola kepemimpinan pesantren yang selama ini dipimpin secara tradisional, kompensional dan individual minded. Pembagian kekuasaan dan wewenan, serta tugas dan fungsi kepemimpinan akan semakin jelas dan terarah, karena menurut peneliti problem yang akan diahadapi pondok pesantren dimasa-masa mendatang semakin kompleks, sehingga refresentasi kepemimpinan kolektif semakin mungkin untuk modalitas perilaku kepemimpinan yang berkesinambungan (continual leadership) dan situasional kolektif-partisipatif.

Disarankan kepada para kyai pengasuh “pemilik” pesantren agar mengembalikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi, Yayasan sebagai lembaga otonom mengurusi asset dan pendanaan senantiasa berkreasi dan lebih produktif, para pengurus pesantren hendaknya senantiasa mengembangkan profesionalisme, dan pesantren perlu kiranya semakin mendapat perhatian semua kalangan untuk pengembangan dimasa mendatang sehingga menjadi lembaga pendidikan alternatif.
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Abstract

The charismatic Leadership behavior of pesantren, in fact, leans on confidence that kyai have extraordinary quality of theological aspect, it is a personal fascination for kyai as his power leader comes from God. The collective leadership phenomenon relies on the division of role, duty and power, so that the presence of collective leadership in pesantren are assumed as effort together to fill new position becaus demand for social society.

The single leadership changes which relates for certain kyai figure, for this kind collective leadership, actually, it does not slap down kyai authority becoming especial pesantren characteristic, whereas seating kyai as caretaker which is instituted in careteker council. Daily officials and institution tasking correct operasionalisasi holded by young kyai assisted by a number alumni and santri, so that happened authority diversivikasi which relatives flatten, decision do not emerge side but through deliberation mechanism all existing component in management and institution of pesantren.

This research aim for describing the collective leadership behavior in pesantren. Several things can be described to focus this research is; the collective leadership behavior in pesantren maisonette in decision-making process, conflict operation, and team development. Its sub-focus is; the leadership behavior, authority source and collective leadership ghirah and decision-making processes, solving the conflict and team development.

This research is the field reseach with approach qualitative types to study the multi situs in three pondak pesantrens in east jawa; those are Bani-Djauhari pesantren parenduan, Bani-Syarkawi pesantren Sumenep and Bani-Syaiban pesantren pasuruan. In getting data, researcher uses many interviews in detail with all fungsionaris kyai of ri'asah council, masyayikh council, and majlis family, and also from all daily officials of a' wan-majlis, asatidz, and santri. and also passes observations and documentations, datas analyzed by interactions and constant comparabilities.

From resulting the research known; the first, that pesantren collective leadership perspective, initialy proved from the sosial-cultural process, then for its growth changes sosial-structural process forming the organization which have the member of kyai-kyai and later called “majlis kyai" leading and take care of santri by together (berjemaah) or collective based on seniorities (masyayikh) from consanquinity line (kinship). Status majlis kyai as highest position in pesantren, functionally as the daily officials builders and institution officials, assisted by putri caretaker majlis, a'wan majlis and pleno officials. Leadership collectivization in majlis kyai inclines to collective-participation leadership behavior depending on capacity roles and authority fulfilled by all kyai, and also authority given for young kyai.

The second, collective kyai council authority in pesantren stems from awareness for norms which have been arranged together, and also personal awareness for some kyai stem from religious values believed forming charisma ( charismatic-religious). The aim and ghirah of leadership institution in pesantren as division effort of duty and power, as place of have deliberation, striving pesantren continuity in the next periods, responsive to society education problems, and to set an example of Rasul Muhammad saw. as a real leader. The collective leadership behavior in pesantren supported by personality factor, education factor, experience factor, and environmental factor for all kyai in pesantren.

The third, decision making of kyai majlis done through deliberation and willingness as process the aim stipulation and program socialization in enriching ideas and involvement all side. The conflict solution forms individually, mediasi, clarification (tabayyun), promise process and agreement (tajdid al-niyah), and green table process (mahkamah), as effort for syari'ah straightening. Team development done through meeting intensity process and communications generalization among officials,diaries exploiting, involvement all Nyai in pesantren, and also giving compensation (bisyaroh).

This research implication can inspire the pesantren leadership patterns which during this time is led traditionally, compensation and individually minded. Division of power and authority, and also duty and leadership function will be clearly and directional, because according to researcher that problem will be faced to pesantren maisonette in next period more complex, so that collective leadership representation is more possible for continual leadership and situation behavior leadership of participation collective.

Suggested to all caretakers kyai "owner" pesantren to be returning opportunity to society to give contribution, Institution as otonomous institute thining asset and finance ever creativety and more productive, all pesantren officials shall ever develop the professionalism, and pesantren presumably need to get more attentively in all circle for the development in the next period so that becoming the alternative education institute.
Keywords: leadership behavior, kyai council, pesantren maisonette.
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Abstrak

Secara strategis suatu organisasi bisa bertahan, berkompetisi, dan berorientasi global harus dapat memanfaatkan fungsi organisasinya dengan pembelajaran organisasional agar supaya terjadi perubahan organisasional yang pada muaranya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sekolah sebagai organisasi, agar bisa maju-berkembang sepatutnya melakukan konsolidasi diri dengan melakukan perubahan-perubahan organisasional. Untuk melakukan perubahan organisasional harus dimulai dari pembelajaran organisasional yang dibingkai dalam suasana kepemimpinan sekolah yang kondusif dengan tetap berpegang pada budaya organisasi sekolah. Selain itu juga harus meningkatkan motivasi para stakeholder sekolah yang pada akhirnya bisa melakukan perubahan organisasional sekolah dan pada ujungnya dapat meningkatkan kinerja sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan multivariat pembelajaran organisasional, budaya organisasi, kepemimpinan sekolah, serta motivasi kerja personel sekolah dengan perubahan organisasional sekolah dan kinerja SMAN di Jawa Timur (Jatim). Selain itu juga untuk menjelaskan pengaruh faktor-faktor pembelajaran organisasional, budaya organisasi, kepemimpinan sekolah, terhadap motivasi kerja personel SMAN di Jatim.

Sebagai landasan untuk mengkonstruksi hipotesis penelitian digunakan Grand Theory Kurt Lewin (1922), dengan pendekatan Teori Kinerja, Teori Perubahan, Teori Motivasi, Teori Kepemimpinan, Teori Pembelajaran Organisasional, dan Teori Budaya Organisasi yang dikemukakan beberapa ahli seperti Luthans (1995), Sergiovanni (1991), Hanson (1991), Steers (1985), Robbins (1984), McClelland (1976), Senge, (1996), dan lain sebagainya. Berdasar atas upaya pencapaian tujuannya, desain penelitian ini merupakan causal explanation, yaitu bermaksud menjelaskan keterkaitan hubungan antar multivariat, sehingga akhir dari proses penelitian ini adalah menguji dan mengembangkan model hubungan multivariat tersebut.

Populasi penelitian ini adalah SMAN se Jatim yang berjumlah 329 sekolah dari 38 daerah Kota dan Kabupaten yang ditetapkan areanya. Jumlah sampel sekolah ditetapkan sebanyak 179 sekolah berdasarkan Tabel Krejcie dan Morgan. Sedangkan responden terdiri atas Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, Guru, Staf Administrasi, Murid dari 179 unit SMA, sehingga jumlah responden keseluruhannya adalah 895 orang. Untuk menentukan anggota sampel penelitian dilakukan berdasar jumlah sekolah dan murid sehingga dapat disebut Area Random Sampling.

Instrumen untuk mengumpulkan data penelitian adalah angket yang teruji validitas dan reliabilitasnya sebesar 0,685. Adapun unit analisis yang dijadikan dasar untuk pengolahan data adalah unit sekolah, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM).

Studi ini pada akhirnya menyimpulkan, bahwa: 1) Taraf Kinerja, Perubahan Organisasional, Motivasi Kerja, Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Pembelajaran Organisasional pada SMAN di Jatim termasuk dalam kategori ‘sedang’ atau cukup, 2) Kinerja SMAN di Jatim hanya dipengaruhi secara langsung derajat motivasi kerja para personel sekolah dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh upaya pembelajaran organisasional dan situasi kepemimpinan yang kondusif berlatar budaya organisasi sekolah, 3) Perubahan organisasional SMAN di Jatim akan terwujud bilamana secara langsung ataupun tidak langsung ada upaya pembelajaran organisasional dalam situasi kepemimpinan yang berbasis budaya organisasi dan dilandasi oleh motivasi kerja para personel sekolah, 4) Upaya pembelajaran organisasional dan suasana kepemimpinan sekolah yang dilandasi langsung oleh budaya organisasi, berpengaruh langsung secara signifikan terhadap derajat motivasi kerja para personel SMAN di Jatim, 5) Budaya organisasi sekolah menjadi akar kultural bagi kepemimpinan SMAN di Jatim.

Atas dasar kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan rekomendasi kepada: 1) Para akademisi hendaknya mengembangkan teori kepemimpinan, budaya organisasi, pembelajaran organisasional, dan kinerja organisasi dalam perspektif dinamika organisasi yang memuat tahapan-tahapan prosesnya melalui praktik riset yang mendalam dan kritis terhadap asumsi-asumsi teoretiknya, 2) Para pejabat Depdiknas/Disdik Propinsi Jatim, hendaknya lebih memfokuskan pada peningkatan fungsi pelayanan kordinasi, mereduksi regulasi, memberi diskresi dan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi oleh SMAN di Jatim, 3) Para Kepala SMAN hendaknya menjabarkan visi dan misinya ke dalam rencana kerja, beserta parameter keberhasilannya, sehingga para personel sekolah memahami dan tergerak untuk bertanggung jawab secara kolektif; 4) Para stakeholder sekolah, agar supaya membangun kesadaran kolektif untuk pro aktif dalam memajukan dan mengembangkan sekolah berbasis budaya lokal dengan mendarmabhaktikan dana, tenaga, dan pikiran kepada sekolah, khususnya demi masa depan anak bangsa
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Abstract:

Any organization willing to survive, compete and be globally oriented should take advantages from its organizational functions by applying organizational learning in order to gain significant organizational change which, in the end, will improve its performance. School as an organization, should consolidate by undergoing organizational changes in order to keep growing.

Organizational changes should start with organizational learning under a good school leadership environment while still hold the underlying school’s organizational culture. In addition, it is important to improve school’s stakeholders’ motivation that will maintain organizational change and improve school’s performance in the end.

This research aims at describing and explaining multivariate relationships among organizational learning, organizational culture, organizational leadership, and school personnel with school’s organizational change and High School performance in East Java. In addition, this research also aims at explaining the influence of organizational learning factors, organizational culture and school leadership to High School personnel motivation in East Java.

Kurt Lewin’s Grand Theory (1922) is used as foundation to construct research hypothesis by using the following approaches, Performance Theory, Change Theory, Motivation Theory and Organizational Culture Theory as explained by several experts such as Luthans (1995), Sergiovanni (1991), Hanson (1991), Steers (1985), Robbins (1984), McClelland (1976), Senge (1996) and others.

Based on how it achieves its goal, this research design is causal explanation, which means it is concerned with relationships among multivariate, and at last it suggests that the end of this research is to test and develop such multivariate relationship models.

Research population is 329 High Schools in East Java, located in predefined 38 cities and regencies. After applying Krejcie and Morgan Table, It is decided that the total of sample is 179 high schools, while respondents comprised headmasters, heads of school committee, teachers, administration staffs and students from 179 high school units, which means that the sum of resii pondents is 895 people. To determine member of the research sample, this research uses Area Random Sampling based on the sum of schools and students.

Instrument used in this research is questionnaire with validity and reliability of 0.685, while analysis unit used as the foundation of data processing is school unit, and data analysis technique is descriptive statistics and Structural Equation Modeling (SEM).

In the end, this research concludes that: 1) Performance level, organizational change, working motivation, leadership, organizational culture and organizational learning in High schools in East Java fall into ‘middle’ or adequate category, 2) Performance of High schools in East Java is only influenced directly by the degree of school personnel’s working motivation and indirectly influenced by organizational learning and conducive leadership environment within school’s organizational culture, 3) Organizational change of High schools in East Java will be achieved both directly and indirectly when there is organizational learning effort within an organizational culture based leadership situation and based on school personnel working motivation, 4) Organizational learning effort and school leadership situation based on organizational culture directly influence the degree of working motivation of High school personnel in East Java in significant manner, 5) School organizational culture is the cultural root of High school leadership in East Java.

Based on the stated conclusion, the researcher recommends the following points: 1) Scholars should develop leadership, organizational culture, organizational learning, and organizational performance theory in organizational dynamic perspective which include their process phases through indepth and critical research against theoretical assumptions, 2) The officials of National Education Department of East Java should focus more on the betterment of coordination service function, reduce regulation, provide discretion and solution to whatever problems faced by High schools in East Java, 3) Headmasters should details their vision and mission in their planning, including success parameters, in order to make school personnel understand and encouraged to take responsibility collectively, 4) School stakeholders should build collective awareness to actively promote and develop local culture based school by contributing funds, efforts and thoughts to headmaster, specifically for the sake of pupils’ future.
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